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- menyatakanbahwa KPKadalzh
- lembagapenunjangyangdiben-
< tuk. berdasarkan "undang-
* undang Karenaitu, KPKadalah
¢ lembagaelisekutif,"KPKmery-
" pakanlembagadiranahekseku:

: Putuskan Hak Angket KPK Sah, MK Dinilai Inkonsisten
: Jumat, 09 Februari 2018
: Seputar Indonesia
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PUfﬁé‘kanHakAngket
KPKSah MKDimlal :

han MPStompl mengtakan,
berdasarkenpertimbanganMK

171

tif yang kan fungsi

o Derwakilan Rakyat Republik

MK No, 012-016-019/PUU-1V/

2006, Putusan MK No19/PUL-

adx objek danhakangket DPR.
"KPK bertanggung jawab ke-
pada publik dan menyampai-

kanlaporannya secara terbuka

dan berkala kepada Presiden
Republik [ndonesia, Dewan

‘Indonesta, dan Badan Peme-
riksa Kenangan Makaitu, pe-

eksekutif, yakni penyelidikan;
penyidikan, dan penuntutan,
sehingga bukan legislatif dan
yudikatif, ungkap Manahan.
Namun, dalam putusan ini
terdzpatempathakimyengme
nyatakan disssenting opinion

atauperbedaan pendapat. Me-

teka adalah Maria Farida In-

drati,[ Dewa Gede Palguna, Sal-

dilera, dan Suhartoyo. Mereka
menganggap KPKadalahlem-
bagaindependen karenaitu -
daktermasukdidalamlembaga
ehsekutif,

mohon beralasan mentirut hu-
kum dan permobionan seha-
rusnyadikabulkan, wjarnya
Permohonan uji materiini
sebelumnya diajukan oleh tiga
pemohion dengan nomor per-
karayang sama, yakni 36/PUU-
XV/2017, 37/PUU-KV/2017,
dan40/PUU-XV/ 2017:Ketiga
perkaratersebut memilzkiobjek
permohonan sama, yakni Pasal
79 ayat (3) Undang-Undang
MD3 mengenai Hak Angket
DPR, Para pemohonmengang-
gepKPKbukan termasukungur

Menanggapi utusan i,
E

Wekil Ketua KPK Laode M Sya-
1if mengatakan, terdapat hal
menarikdalam perbedaan D

tentangan dengan empat putus-
anMKsebelumnya; katalaode.
Menurut dis, dalam putus-
an MK terdahuly, dikatakan
KPKbukanlah bagian darilem-
baga eksekutif, Namun, pada
putusan kemarin, MK justru
memutuskan KPK dxanggap
sehagai bagian darl esekutif.
Laode pun merilai ini sebuah
bentuktidakkonsistendarMK:
"Menarikiinitukkita thatinkon-
sistensidari MK, ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPR
Bambang Soesatyo mengata-
kan, pihalmya tidak ingin po-

{Fotosearahjarum jam] Majelishakim konstitus (kanan)

m rhninsidang sidang gugatan UUMD3 di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

AnggotaPansus Hak Angket KPK Arteria Dahlan mengikutisidang. Ketua KPK Agus Rehardjoltiga darikir) bersama Wakil Ketua KPK Laode
M Syarif (duadarikir) menyimak putusan hakim. Mahkamah Konstitusimenolak gugaten ujimater Pasal 792yet (3) Undang-Undzng No
17Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD {UU MD3)yarig membahas Panitia <hum>HakArgkeuPP danmenyatakanbahwe
Pansustersebut sah secara konstitusi. ;

lemikantara DPR dan KPK terus
berlanjut, Khususnya. setelah
putusan MK int. Dia pun ingin
memperbaiki hubungan legisla-
tifdan lembagaantivasuah agar
kondisi sosial politik kondusif

dan'stabil. Apalagi ke depan
sudzhmemasukitahunpolitk
!Pertama, pesan ‘dan ha-
rapan saya, sudahlah jangan
adu-aduagi DPR dengan KPK
terhadap putusan MK. Tugas

saya saat ini memperbaiki hu-
bungan DPR dan KPK agar
suasana kondusif dan adem ka-
rena kita akan hadapi agenda
politk nasional pilkada, pileg,
danpilpres,” kata Bambang di

Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta kemarin, Selainitu, dia
menjamin masa kerja Pansus
Angket KPK tidak akan dipet-
panjangaliassudahberdkhit.
#mulaakmal/okezone
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